
SALINAN

BUPATI KEDIRI

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENGURANGAN ATAS KETETAPAN PAJAK AIR TANAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Air Tanah

(PAT), mendukung program pemerintah dalam upaya

mendorong kemudahan investasi baru di Kabupaten Kediri dan

mendasarkan Pasal 138 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, serta sesuai Nota Dinas dari Kepala Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Nomor

OT.O2. 1.2 _16 I 4 18.52 I I / 2024 tanggal 24 Januari 2024 Perihal

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang

Pengurangan Atas Ketetapan Pajak Air Tanah Tahun 2024 dan

Berita Acara Nomor 100.3.4416121418.5212024 tanggal 5

Februari 2O24 tentang Rapat Koordinasi Pajak Air Tanah, perlu

mengatur mengenai Pengurangan atas Ketetapan Pajak Air

Tanah (PAT) Tahlurr 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pengurangan atas Ketetapan Pajak Air Tanah (PAT) Tahun

2024;
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Mengingat l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota
Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengal
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogiakarta (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undarg Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2O22 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaral Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 68O1);
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) ssgngaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22

Nomor 4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerin.tah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentaag

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17

Nomor 73, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Talun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O18 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tehtn 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kediri (l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun

2016 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 147);

16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Harga Dasar Air sebagai Dasar Penghitungan Nilai Perolehan

Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2e22

Nomor 2 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2024

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan lcmbaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 184);

MEMUTUSK'AN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN

KETETAPAN PAJAK AlR TANAH TAHUN 2024.

ATAS

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah otonom.

BAI} I

KETENTUAN UMUM



3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda

adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan
dalam bentuk apapun, Iirma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap .

7. Pajak Air Tanah yang selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas
pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.

8. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di
bawah permukaan tanah.

9. objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dikecualikan
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar mmah
tangga, pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat,
keperluan keagamaan, dan pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/ atau
pemerintah daerah lainnya.

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai den gan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender,

kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan

tahun kalender.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan

formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui

tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
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BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tuj uan dari pembentukan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pengurangan

atas ketetapan PAT kepada wajib pqjak, dalam rangka mengurangi beban w4jib
pajak dan optimalisasi penerimaan PAT.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. penerima pengurangan atas Ketetapan PAT;

b. besaran (rumusan) pengurangan atas Ketetapan PAT; dan

c. pengecualian.

BAB III

PENERIMA PENGURANGAN

Pasal 4

(l) Pengurangan atas Ketetapan PAT adalah pengurangan terhadap besamya

ketetapan PAT terhutang tahun berkenaan yang diberikan kepada wajib pajak

dan berlaku untuk semua obyek PAT.

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dituangkan dalam SKPD"

BAB IV

BESARAN PENGURANGAN

Pasal 5

(1) Pengurangan atas Ketetapan PAT dikenakan dalam Tahun 2O24.

(2) Ketentuan pengurangan atas Ketetapan PAT sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:

Ketetapan PAT per bulan = PAT per bulan - (PAT per bulan x 657o)

Keterangan :

Ketetapan PAT per bulan : Ketetapan PAT yang harus dibayar dalam periode

bulan yang ditentukan

: Ketetapan PAT per bulan yang ditefapkan sebeium

pengurangan

PAT per bulan
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BAB V
PENGECUALIAN

Pasal 6
Pengurangan atas Ketetapan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
dikecualikan (tidak diberikan pengurangan atas Ketetapan PAT) atas wajib pqjak
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kediri.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 7
Pengurangan atas Ketetapan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat
diakumulasikan dan/atau diperhitungkan kembali pengurangannya dengan
pengurangan PAT yang diatur secara tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Pengurangan atas Ketetapan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku
untuk masa pajak mulai bulan Maret sampai dengan bulan Desember tahun 2024.

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlalu pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 18 - 3 - 2024
SEKRETARIS DAERAH KABT'PATEIT XEDIRI

ttd
MOIIA}I,AD SOLIXIN

BERITA DAERATI I(ABUPATEN KEDIRI TAIIUIT 2024 ITOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.

Kepala Hukum

DWI SUDIART S.H. M.H.
Pembina

NtP. 19740120199803 2 006

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 18 - 3 - 2024

BUPATI KEDIRI,
ttd

IIANII| DHII1O HIMAWAIT PRAMAIIA


